GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

PRI /S PR
NOMOR 3504/ 29 LALUN. 2Ugo

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR
911/011 TAHUN 2022 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang :

Mengingat

a.

b.

C.

1.

TAHUN ANGGARAN 2022
GUBERNUR JAWA TENGAH,

bahwa guna Kketertiban dan kelancaran penatausahaan
pengelolaan keuangan pada Dinas Ketahanan Pangan
Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022, telah ditetapkan
Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/011 Tahun
2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun
Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/056 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor
911/011 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola
Keuangan Pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa
Tengah Tahun Anggaran 2022;

bahwa sehubungan dengan adanya surat Kepala Dinas
Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 900/0894
tanggal 03 Oktober 2022 tentang Usulan Perubahan
Bendahara Pengeluaran Pengelola Keuangan Tahun Anggaran
2022, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud
pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu
adanya perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/011 Tahun 2022 tentang
Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Dinas

Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran
2022 >

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan
Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);



. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5
Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa
Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 138);

. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun
2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 12);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2021
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 36) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur
Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2021
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 15);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2021

11.

tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran
2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021
Nomor 37);

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/011 Tahun
2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan
Pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/056 Tahun
2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa
Tengah Nomor 911/011 Tahun 2022 tentang Penunjukan
Pejabat Pengelola Keuangan Pada Dinas Ketahanan Pangan
Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor
911/011 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola
Keuangan Pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
Tahun Anggaran 2022, menjadi sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan Gubernur ini.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 Scptewb er 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

R0 R o b e

Wakil Gubernur Jawa Tengah;

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah,;

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah,;
Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah,;
Inspektur Provinsi Jawa Tengah;

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;

10 Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Pejabat Pejabat Pengelola Keuangan vang bersangkutan.




NAMA/NIP/JABATAN

URAIAN

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN

NO

2

4

C. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik
3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Program Pengawasan Keamanan Pangan
A. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar
Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
1.Sub Kegiatan Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal
Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2.Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian
Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan

GUBERNUR JAWA TENGAH,

faips

GANJAR PRANOWO




